BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan

kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1.

Dasar hubungan hukum antara pekerja rumahan dengan pemberi
kerja adalah perjanjian, karena berdasarkan Pasal 1233
KUHPerdata, diketahui bahwa hubungan hukum dapat timbul
karena perjanjian atau perundang-undangan. Selanjutnya setelah
dilakukan pengujian terhadap unsur-unsur perjanjian dalam Pasal
1313 KUHPerdata, Pasal 1352 KUHPerdata dan kesahan
perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, diketahui bahwa hubungan
hukum yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja
adalah berdasarkan perjanjian karena memenuhi unsur perjanjian
dan syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya setelah menguji unsur-
unsur perjanjian yang obyeknya pekerjaan dalam Pasal 1601
KUHPerdata yakni perjanjian kerja, perjanjian melakukan jasa,
dan perjanjian pemborongan, maka perjanjian yang terjadi antara
pekerja rumahan dengan pemberi kerja tidak memenuhi ketiga
unsur perjanjian tersebut, sehingga perlu dilakukan pengujian
terhadap perjanjian lain di luar ketiga perjanjian tersebut yakni

perjanjian berdasarkan satuan hasil. Dari pengujian unsur-unsur
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Perjanjian berdasarkan satuan hasil dalam Pasal 18 Ayat (1) dan
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang
Pengupahan yang merupakan ketentuan pelaksana dari Pasal 88B
Ayat (1) Huruf B dan Ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja,
diketahui bahwa perjanjian yang terjadi antara pekerja rumahan
dengan pemberi kerja memenuhi unsur perjanjian berdasarkan
satuan hasil. Perjanjian berdasarkan satuan hasil antara pekerja
rumahan dengan pemberi kerja terjadi akibat adanya asas
kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata.
Perjanjian berdasarkan satuan hasil merupakan perjanjian baru
yang lahir karena terdapat kekhasan perjanjian yang dilakukan
antara pekerja rumahan dengan pemberi Kkerja. Perjanjian
berdasarkan satuan hasil disebut juga sebagai perjanjian sui generis.
Perjanjian sui generis merupakan perjanjian yang berdiri sendiri
dengan ciri khas tersendiri. Perjanjian sui generis terbentuk karena
terdapat unsur-unsur perjanjian lain yang saling berkaitan. Unsur-
unsur perjanjian lain tersebut dapat diterapkan, sehingga perjanjian
berdasarkan satuan hasil merupakan salah satu perjanjian
campuran yakni sui generis karena terdapat percampuran antara
perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan yang saling
berhubungan. Dengan demikian, dasar hubungan hukum yang

terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja adalah
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perjanjian berdasarkan satuan hasil yang keberlakuannya merujuk
kepada KUHPerdata dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Perlindungan hukum pekerja rumahan didasarkan pada ketentuan
perjanjian pada umumnya dan bukan pada peraturan perundang-
undangan Kketenagakerjaan tersebut tidak dapat memberikan
perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pekerja
rumahan dengan pemberi kerja. Hal ini disebabkan karena pekerja
rumahan tidak tercakup dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
karena tidak memenuhi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang
Ketenagakerjaan berkaitan dengan hubungan kerja. Hubungan
kerja merupakan syarat utama bagi pekerja agar tercakup dalam
perlindungan hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak
terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur Hubungan
hukum yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja
kecuali yang terdapat dalam Pasal 88B Ayat (1) Huruf B dan Ayat
(2) Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya terdapat Konvensi
International Labour Organization Tentang Kerja Rumahan yang
secara spesifik mengatur perlindungan hukum dalam hubungan
hukum tersebut. Namun sayangnya, masih terdapat kendala yakni
Konvensi Kerja Rumahan belum diratifikasi oleh Indonesia.

Padahal dengan meratifikasi Konvensi Kerja Rumahan dapat



118

membantu Indonesia mengatasi kekosongan hukum yang mengatur

pekerja rumahan sesuai dengan standart internasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan

saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengatur pekerja rumahan
yang belum mendapatkan perlindungan hukum, karena belum
terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur hubungan
hukum antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja. Sementara
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan tidak dapat dijadikan dasar perlindungan hukum
akibat tidak adanya hubungan kerja yang terdapat dalam Undang-
undang tersebut. Hubungan kerja merupakan dasar bagi
perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
Ketenagakerjaan antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja.

2. Disarankan kepada Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi
Internasional Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996
Tentang Kerja Rumahan. Dengan dilakukannya ratifikasi terhadap
Konvensi Kerja Rumahan dapat memberikan perlindungan hukum
bagi pekerja rumahan secara spesifik dengan memenuhi standart

internasional yang berlaku.
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Disarankan kepada pengusaha atau pemberi kerja apabila hendak
mempekerjakan pekerja rumahan untuk memenuhi hak dari
pekerja rumahan tersebut. Pekerja rumahan merupakan pekerja
yang bekerja dalam sektor-sektor kecil dalam suatu proses
produksi, namun keberadaannya tidak boleh dipandang sebelah
mata karena mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan
dan pemenuhan hak yang layak.

Disarankan kepada pekerja rumahan agar dapat berunding dengan
pemberi kerja berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak yang
diterima sesuai dengan kewajiban kerja yang dilakukan secara
seimbang. Hal tersebut dilakukan agar pekerja rumahan tidak
terjebak dalam posisi yang selama ini terjadi, yakni pekerja
rumahan menerima pekerjaan dari pemberi kerja dan bukan secara
langsung dapat melakukan negosiasi dengan pemberi kerja terlebih
dahulu. Dengan dapat melakukan negosiasi terhadap perjanjian
yang dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam
KUHPerdata, pekerja rumahan dapat memiliki posisi tawar
menawar yang sama dengan pemberi kerja untuk meningkatkan

perlindungan hukum bagi pekerja rumahan.
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